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BAB V 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

 Dengan mendasarkan pada uraian yang disampaikan di atas, dapat diambil 

beberapa kesimpulan sehubungan dengan perlindungan hukum bagi konsumen 

pengguna KRL Commuter pengoperasian yang diselenggarakan oleh PT. KAI 

Commuter Jabodetabek, yakni sebagai berikut: 

1. Banyak permasalahan yang dialami oleh konsumen sebagai pengguna 

layanan jasa KRL Commuter. Secara umum beberapa permasalahan yang 

sering dialami oleh konsumen pengguna jasa layanan KRL Commuter 

Jabodetabek adalah informasi yang diberikan pihak KRL Commuter tidak 

disampaikan dengan benar kepada konsumen, seperti pemberian informasi 

dalam jadwal kereta yang hanya ditemukan pada stasiun tertentu saja 

sehingga konsumen harus bertanya pada petugas. Permasalahan berikutnya 

adalah kedatangan kereta tidak sesuai dengan jadwal sehingga konsumen 

mengalami keterlambatan. Permasalahan lainnya yakni daya angkut KRL 

Commuter yang tidak mencukupi yang mengakibatkan menumpuknya 

konsumen pengguna jasa KRL Commuter pada jam-jam padat yang berakibat 

tindakan kriminal dan asusila meningkat. Permasalahan lainnya adalah 

kondisi sarana dan prasarana KRL Commuter yang kurang layak dan kurang 

memadai sehingga dapat menyebabkan terjadinya kerugian bagi konsumen 

KRL Commuter. 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 

memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur agar hak-hak konsumen 

terjamin dan sanksi yang memperkuat terjaminnya hak-hak tersebut. 
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Kenyataannya hak-hak konsumen masih belum dapat terjamin sepenuhnya 

walaupun sudah ada usaha dari pihak penyelenggara perkeretaapian yakni PT. 

KAI Commuter Jabodetabek untuk memaksimalkan pelayanan 

penyelenggaraan perkeretaapian. Hal ini kemudian mengakibatkan 

munculnya permasalahan-permasalahan yang kerap dialami oleh konsumen 

dalam menggunakan jasa perkeretaapian. 

3. Upaya yang dapat dilakukan konsumen KRL Commuter dalam menghadapi 

permasalahan penyelenggaraan perekertaapian adalah mengajukan keluhan 

dan saran yang dapat dilakukan secara langsung kepada petugas kereta api 

bagian humas stasiun maupun pihak yang berhubungan dengan pelayanan 

konsumen dan melalui jejaring sosial PT. KAI Commuter Jabodetabek. 

Penyampaian keluhan dan pendapat konsumen ini dapat membantu 

penyelenggaraan perkeretaapian dalam rangka memperbaiki pelayanannya 

dan memberikan yang terbaik bagi konsumen. Upaya berikutnya adalah 

pengajuan gugatan oleh konsumen yang dapat diajukan melalui BPSK 

maupun peradilan umum. Upaya lainnya adalah meminta santunan akibat 

kecelakaan KRL Commuter yang disebabkan oleh kelalaian ataupun 

kesalahan dari pihak penyelenggara. Klaim untuk memperoleh santunan 

diajukan kepada PT. Asuransi Jasa Raharja, sedangkan PT. KAI Commuter 

Jabodetabek hanya membantu memberikan informasi mengenai tahapan-

tahapan apa saja yang perlu dilakukan konsumen untuk memperoleh 

santunan, menyediakan formulir, dan sebagai perantara menyampaikan 

formulir beserta lampiran dan bukti yang diperlkukan kepada pihak asuransi. 

4. Tanggung jawab PT. KAI Commuter Jabodetabek kepada konsumen yang 

mengalami permasalahan yang diakibatkan oleh kelalaian dari pihak PT. KAI 

Commuter Jabodetabek berupa pemberian asuransi. Tanggung jawab lainnya 

dalam keterlambatan jadwal kereta pihak PT. KAI Commuter Jabodetabek 

berlakukan pembatalan tiket atau perjalanan sesuai dengan harga tiket.  
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2. Saran 

 Kereta api sebagai salah satu penunjang ekonomi negara di bidang transportasi 

perlu semakin dikembangkan dan ditingkatkan kualitas pelayanannya sehingga 

konsumen pengguna jasa kereta api terjamin kenyamanan, keamanan dan 

keselamatannya. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan 

perkeretaapian perlu dilaksanakan secara bersama-sama terutama oleh pelaku 

usaha dan konsumen. Selain itu, terdapat pula beberapa saran lainnya yang dapat 

menjadi solusi dalam penyelenggaraan perkeretaapian, yakni: 

1. Memperbaiki sarana dan prasarana perkeretaapian untuk menunjang dan 

memperbaiki layanan KRL Commuter menjadi lebih baik. 

2. Penambahan pengoperasian gerbong kereta pada jam-jam padat penumpang. 

3. Memberikan sosialisasi tentang hak-hak yang harus didapat oleh konsumen 

pengguna jasa KRL Commuter dan upaya hukum apa saja yang dapat 

dilakukan apabila pengguna jasa KRL Commuter tidak mendapatkan haknya. 
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